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ABSTRAK

Pada bulan Maret 2020 Indonesia baru mulai mengumumkan status pandemi
Covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam PP No. 21 Tahun
2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan tujuan untuk memutus
rantai penyebaran Covid-19. Menurut pemantauan International Labour Organization
karena adanya tindakan karantina penuh tersebut, berdampak pada hampir 2,7 milliar
pekerja yang sudah mewakili sekitar 81 persen tenaga kerja dunia. PT. Paragon
Technology and Innovation adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang
produksi kosmetika. Usai pemberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
mengakibatkan penurunan pembelian secara fisik dan mempengaruhi produksi,
sehingga adanya pemangkas beberapa cost perusahaan vyaitu perusahaan tidak
menganjurkan karyawan kantornya mengajukan lembur. Beberapa divisi di PT PTI
mengalami peningkatan beban kerja pada masa pandemi dan membuat waktu kerja
mereka bertambah, tetapi upah yang mereka didapatkan sama dengan divisi yang beban
kerjanya tidak bertambah dan waktu kerjanya tetap. Penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan pengaturan waktu kerja pada PT. Paragon Technology And Innovation di
masa pandemi dan mengukur peraturan itu yang didasarkan pada prinsip keadilan
dalam hubungan kerja.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan
yuridis-empiris. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan
data dalam penulisan ini didapat dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.
Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dan menarik kesimpulan secara
deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan jam kerja pada
masa pandemi Covid-19 di PT. Paragon Technology and Innovation tidak banyak
mengalami perubahan, jam kerja tetap mengikuti Undang-Undang yang berlaku. Akan
tetapi dengan adanya beberapa faktor yang membuat pekerja mengalami kesulitan
dalam bekerja pada masa pandemi, sehingga membutuhkan waktu lebih untuk
menyelesaikannya.. Kedua, dimasa pandemi beberapa pekerja merasa kurang efektif
dalam melakukan pekerjaannya, baik karena waktu kerja yang berubah maupun karena
beban kerja yang bertambah, Meskipun ada beberapa pekerja yang bekerja di direktorat
yang lain merasa sudah sesuai dengan waktu kerja yang diterima karena beban kerja
yang mereka dapatkan tidak bertambah berat pada masa pandemi. Melihat adanya
perbedaan tersebut tidak sesuai dengan pasal 81 angka 25 dalam Undang-undang
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan penambahan pasal
diantara pasal 88 dan 89 pada Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan pada pasal 88A dalam ayat (2), setiap pekerja tersebut berhak
memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Kata kunci: Pandemi Covid-19, Waktu Kerja, Keadilan.
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ABSTRACT

In March 2020, Indonesia just started announcing the status of the Covid-19
pandemic. The government issued a policy regulated in PP no. 21 of 2020 concerning
PSBB (Large-Scale Social Restrictions) with the aim of breaking the chain of the
spread of Covid-19. According to the monitoring of the International Labor
Organization, due to the full quarantine measures, it has affected nearly 2.7 billion
workers who already represent about 81 percent of the world's workforce. PT.
Paragon Technology and Innovation is a company engaged in the production of
cosmetics. After the implementation of the Large-Scale Social Restriction policy, it
resulted in a decrease in physical purchases and affected production, so that there
was a cut in some company costs, namely the company did not recommend its office
employees apply for overtime. Several divisions at PTI experienced an increase in
workload during the pandemic and made their working time increase, but the wages
they received were the same as divisions whose workload did not increase and their
working hours remained fixed. This study aims to explain the working time
arrangements at PT. Paragon Technology And Innovation during the pandemic and
measuring regulations that are based on the principle of fairness in work relations.

The type of research used is field research with a juridical-empirical
approach. This research has descriptive analysis. Data collection techniques in this
writing were obtained by means of interviews and literature study. Data analysis uses
qualitative analysis methods and draws conclusions deductively.

The results of the study show that: First, setting working hours during the
Covid-19 pandemic at PT. Paragon Technology and Innovation has not changed
much, working hours still follow the applicable law. However, there are several
factors that make it difficult for workers to work during the pandemic, so it takes
more time to complete them. Second, during the pandemic some workers feel less
effective in doing their jobs, either because of changing working hours or because of
the increased workload. , Even though there are some workers who work in other
directorates who feel that the work time they receive is appropriate because the
workload they get does not get heavier during the pandemic. Seeing that this
difference is not in accordance with article 81 number 25 in Law Number 11 of 2020
concerning Job Creation which mentions the addition of articles between articles 88
and 89 in Law number 13 of 2003 concerning Manpower in article 88A in paragraph
(2), Each worker is entitled to equal pay for work of equal value.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Working Time, Justice.
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MOTTO
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa Coronavirus Disease 2019
atau disingkat Covid-19 sebagai suatu pandemi karena bencana tersebut telah
mengorbankan ribuan jiwa di 199 negara yang ada di dunia. Pada bulan Maret 2020
Indonesia baru mulai mengumumkan status pandemi Covid-19. Pemerintah
mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB
(Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran

Covid-19.1

Di masa pandemi ini berbagai macam sektor mengalami kerugian, mulai
kesehatan, sosial, ekonomi, termasuk didalam keberlangsungan dunia usaha dan
ketenagakerjaan. Contoh yang paling terasa adalah sektor ekonomi, banyak perusahaan
yang terpaksa memberhentikan karyawannya atau melakukan pengurangan tenaga
kerja, yang menyebabkan banyak orang kehilangan mata pencahariannya. Hal tersebut
terjadi setelah munculnya pemberitahuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati bahwa ancaman mengenai resesi semakin nyata di depan mata. Hal ini
memicu para pengusaha untuk mengambil tindakan tersebut demi menyelamatkan

keberlangsungan usahanya. Hal ini berkaitan dengan Pasal 164 dan 165 Undang-

! Duwi Rahayu, “Analisis Dampak Penerapan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
Telekomunikasi Di Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Greenomika, Vol. 2:2 (Desember 2020), him. 143.



Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya menyatakan bahwa
suatu perusahaan berhak memutus hubungan kerja terhadap pekerja apabila suatu
perusahaan mengalami kerugian.? Diterapkannya WFH (work from home) oleh
beberapa Perusahaan untuk para karyawannya juga terjadi sebagai dampak
diterapkannya PSBB oleh Pemerintah. Menurut pemantauan ILO (International
Labour Organization) karena adanya tindakan karantina penuh atau parsial tersebut,
saat ini sudah berdampak pada hampir 2,7 milliar pekerja, yang sudah mewakili sekitar

81 persen tenaga kerja dunia.®

Covid-19 menyebabkan kekacauan ekonomi besar-besaran, yang memengaruhi
3,3 miliar tenaga kerja di seluruh dunia. Penurunan dramatis dari kegiatan ekonomi
dalam lapangan pekerjaan, baik dalam hal pekerjaan, jumlah pekerja, jam kerja, dan
gaji pokok pekerja di banyak negara menyebabkan penurunan tajam dalam aliran
pendapatan untuk banyak sektor usaha. Adanya PSBB mengubah metode kerja para
pekerja, karena PSBB membatasi operasi usaha dan pergerakan sebagian besar pekerja,
dan bagi yang harus diam dirumah saja tidak memungkinkan untuk bekerja. Perkiraan
global dari model nowcasting ILO saat ini meununjukan bahwa Krisis telah
menyebabkan pengurangan aktivitas ekonomi dan waktu kerja yang belum pernah

terjadi sebelumnya, pada 1 April 2020 perkiraan menunjukan bahwa jam kerja akan

2 Daniel Marshal Sajou dkk., “Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia
Pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Syntax Transformation, Vol. 1:8 (Oktober 2020), him. 446.

3 Syahrial, “Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia,” Jurnal Ners, Vol. 4:2 (2020),
him. 22-23.



menurun sekitar 6,7 persen yang setara dengan 195 juta pekerja penuh waktu dengan

asusmsi seminggu kerja 48 jam.*

PT. Paragon Technology and Innovation (PTI) adalah sebuah perusahaan yang
bergerak di bidang produksi kosmetika. Sebagai perusahaan kosmetik manufaktur
nasional terbesar di Indonesia, PT. Paragon Technology and Innovation telah
mendapatkan sertifikat GMP (Good Manufacturing Process) dengan kapasitas
produksi yang besar dan formulasi kosmetik yang unggul. Usai pemberlakukan
kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerapan protokol New
Normal mengakibatkan penurunan pembelian secara fisik dan mempengaruhi
produksi, sehingga adanya pemangkas beberapa cost perusahaan.® Selain itu sebagai
bentuk perhatian PT. Paragon kepada Kesehatan pekerjanya pada saat pandemi adalah
perusahaan tidak menganjurkan karyawan kantornya mengajukan lembur. Pada
beberapa divisi di PT PTI seperti Marketing, Sales, dan Human Resource Service beban
kerja yang didapat meningkat dikarenakan pemberlakuan PSBB (Marketing ataupun
Sales mengejar penjualan produk perusahaan, sedangkan Human Resource Service
menangani berbagai regulasi baru akibat Covid-19) dan di beberpa divisi seperti tim

produksi, crem, atau Information technology (IT) beban kerjanya sedikit berkurang

4 Syeikha Nabilla Setiawan dan Nunung Nurwati, “Dampak COVID-19 terhadap Tenaga Kerja di
Indonesia,” https://www.researchgate.net/publication/340925534 Dampak COVID-
19 terhadap Tenaga Kerja di_Indonesia, akses 30 Maret 2021.

® Anggio Noflan, “Pendiri Wardah Ungkap Rahasia Strategi Bisnis Agar Survive Di Tengah
Pandemi,” https://goodmoney.id/pendiri-wardah-ungkap-rahasia-strategi-bisnis-agar-survive-di-
tengah-pandemi/ , akses 30 Maret 2021.



https://www.researchgate.net/publication/340925534_Dampak_COVID-19_terhadap_Tenaga_Kerja_di_Indonesia
https://www.researchgate.net/publication/340925534_Dampak_COVID-19_terhadap_Tenaga_Kerja_di_Indonesia
https://goodmoney.id/pendiri-wardah-ungkap-rahasia-strategi-bisnis-agar-survive-di-tengah-pandemi/
https://goodmoney.id/pendiri-wardah-ungkap-rahasia-strategi-bisnis-agar-survive-di-tengah-pandemi/

(produksi berkurang karena penjualan produk dan permintaan berkurang, crem
merupakan divisi yang menangani bagian arsitek berkurang, karena segala bentuk
pembangunan dihentikan selama pandemi). Karena diterapkannya Work From Home
(WFH) yang menuntut karyawan harus bekerja dari rumah, beberapa divisi kerja juga
mengalami kesulitan dalam bekerja seperti bagian Pemasaran dan beberapa divisi

dihentikan karena kegiatan ofline tidak diperbolehkan seperti bagian Perekrutan.

Beranjak dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang PRAKTIK PENGATURAN WAKTU KERJA PEKERJA
KANTOR DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (STUDI KASUS
PADA PT. PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION JAKARTA

SELATAN).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan waktu kerja di PT. Paragon Technology And
Innovation di masa pandemi Covid-19?

2. Apakah pengaturan waktu kerja di PT. Paragon Technology And Innovation
pada masa pandemi Covid-19 sudah didasarkan pada prinsip keadilan

hubungan kerja?



C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis maka tujuan
dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan diatas yaitu:
a. Untuk menjelaskan pengaturan waktu kerja pada PT. Paragon Technology

And Innovation di masa pandemi.

b. Untuk mengukur peraturan itu yang didasarkan pada prinsip keadilan

dalam hubungan kerja.

2. Kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis
Penulis berharap nantinya penelitian ini memberikan sumbangan
pemikiran dan perkembangan hukum dalam masyarakat dan juga sebagai
bahan pertimbangan yang akan dilakukan kemudian hari untuk dijadikan
penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang, khususnya
penelitian tentang ketenagakerjaan yang kaitannya dengan pengaturan
waktu kerja pekerja/buruh.

b. Secara Praktis
Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan

manfaat untuk Pengusaha ataupun Perusahaan dalam menerapkan sistem



waktu kerja kepada para pekerja/buruh sesuai dengan prinsip keadilan
pekerja.

c. Bagi masyarakat
Melalui tulisan ini, diharapkan nantinya dapat menambah wawasan dan
menumbuhkan kesadaran pada masyarakat dalam hal lingkungan

ketenagakerjaan yang kaitannya dengan waktu kerja.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penulusuran literatur terkait dengan tema yang penulis angkat vyaitu:
“PRAKTIK PENGATURAN WAKTU KERJA PEKERJA KANTOR DI MASA
PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (STUDI KASUS PADA PT.
PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION JAKARTA SELATAN)”, Penulis
menemukan beberapa tulisan dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan langsung
maupun tidak langsung dengan tema dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Devita Christi Rosali mahasiswa Universitas Sebelas
Maret Surakarta dengan judul “Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pengusaha Dan
Pekerja Dalam Kaitannya Dengan Aspek Norma Kerja Di Solopos”. © Skripsi ini
menyimpulkan Peraturan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya aspek
norma kerja yang meliputi sistem pengupahan, waktu kerja, cuti dan perlindungan

jaminan kesejahteraan terhadap pekerja di PT. Aksara Solopos diatur melalui Peraturan

6 Devita Christi Rosali, “Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pengusaha Dan Pekerja Dalam
Kaitannya Dengan Aspek Norma Kerja Di Solopos”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Surakarta, (2008).



Perusahaan (PP). Bahwa disebutkan Perlindungan yang dilakukan Solopos tidak
dikelompokkan menjadi 1 (satu) bab, berbeda dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengelompokkan ini dalam 1 (satu) bab, yaitu bab
X yang terdiri dari pasal 67, sampai dengan pasal 101. Secara umum peraturan dan
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya aspek norma kerja di
PT. Aksara Solopos sesuai dengan aturan yang berlaku. Dapat dilihat dari sistem
pengupahan yang diberikan tepat waktu dengan menggunakan sistem perrol system
dan pemenuhan gaji pokok serta tunjangan. Terdapat juga perbedaan pembagian waktu
kerja antara karyawan bagian usaha dan redaksi. Dalam hal pemberian cuti dibagi
menjadi 8 macam cuti.

Skripsi yang ditulis oleh Dedy Widjajanto mahasiswa Universitas Indonesia
dengan judul “Pengaturan Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Sebagai Perlindungan
Bagi Buruh/Pekerja (Studi Kasus Di Beberapa Perusahaan)”.” Dalam kesimpulannya,
waktu bekerja perlu dibatasi agar buruh atau pekerja mendapatkan perlindungan untuk
mempertahankan dan mencegah terjadinya penurunan fisik serta derajat kesehatannya,
bekerja tanpa batas waktu yang sewajarnya akan sangat merugikan bagi buruh atau
pekerja terhadap harkat dan martabatnya yang merupakan kebutuhan dasar dari

manusia. Bekerja memerlukan kebutuhan dan berkembang dengan baik dari segi sosial

ekonomi maupun untuk lingkungannya sendiri dan terhadap masyarakat di mana

" Dedy Widjajanto, “Pengaturan Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Sebagai Perlindungan Bagi
Buruh/Pekerja (Studi Kasus Di Beberapa Perusahaan)”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,
(2009).



pekerja itu tinggal. untuk memberikan perlindungan kepada pekerja sebagai pihak yang
lemah dari pihak majikan atau pengusaha yang mengeksploitasi buruh atau pekerja
terhadap waktu Tanya, guna memenuhi keinginan atau kebutuhan kebutuhan dari pihak
pengusaha memakan perlindungan akan diberikan oleh negara melalui peraturan
perundang-undangan. Waktu istirahat diperlukan agar pekerja dapat beristirahat untuk
memulihkan kembali tenaganya dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya,untuk
kemudian kembali melakukan pekerjaannya dengan bolehnya segi fisik maupun moral
setelah beristirahat bagi buruh atau pekerja, hal ini akan tetap dapat menjaga kualitas
dan produktivitas terhadap hasil produksi seperti yang telah ditetapkan oleh pihak
penguasa. waktu istirahat yang diberikan dapat berupa serat penghasil yang oleh
pekerja setelah melakukan pekerjaan secara terus-menerus selama 4 jam istirahat
mengasuh akan diberikan sedikitnya selama 30 menit. waktulstirahat Sedikitnya
selama 1 hari setelah melakukan pekerjaan selama 5 atau 6 hari bekerja dalam satu
minggu titik waktu istirahat juga diberikan dalam bentuk cuti selama 12 hari dalam
satu tahun maupun diberikan cuti lebih lama selama setelah buruh bekerja lebih dari
lima tahun sesuai kesepakatan pada perusahaannya. waktu istirahat ini dapat
dipergunakan oleh pekerja dengan banyak manfaat seperti untuk mencegah
kemunduran dari segi rohani dan kebersihannya juga untuk kemajuan atau peningkatan
kehidupan keluarganya dalam bidang sosial ekonomi dan juga agar bekerja
mendapatkan kesempatan untuk menjadi manusia seutuhnya.

Jurnal yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja

Formal di Indonesia” yang ditulis oleh Middia Martanti Dewi, dkk. Diterbitkan dalam



Jurnal Populasi, Vol. 28 Nomor 2, Tahun 2020.8 Dalam Jurnal ini menyimpulkan
Pemberlakuan PSBB maupun karantina wilayah menyebabkan beberapa perusahaan
harus merumahkan bahkan mem-PHK tenaga kerjanya akibat kegiatan ekonomi yang
mengalami penurunan. Sampai 27 Mei 2020, data Kementrian Ketenagakerjaan
menyebutkan ada 1,47 juta tenaga kerja formal yang dirumahkan dan di-PHK. Alih-
alih mengalami penurunan, skenario terberat pemerintah menyebutkan jumlah
pengangguran diprediksi akan bertambah hingga 5,2 juta orang. Lembaga penelitian
swasta pun menyimpulkan hal yang sama, bahkan dalam skenario terberatnya terdapat
tambahan sebanyak 9,35 juta orang. Guna meredam hal tersebut, pemerintah
mengeluarkan program Kartu Prakerja lebih cepat. Guna menanggulangi kemiskinan
dan mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat penyebaran Covid-19,
pemerintah perlu mengawasi program jaring pengaman sosial sehingga kebijakan
penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran.

Skripsi yang ditulis oleh Ariani Tri Bendeng Sari mahasiswa Universitas
Tanjungpura yang berjudul “Implementasi Pasal 77 Ayat (2) Undang Undang No. 13
Tahun 2003, Tentang Perburuhan dan Ketenagakerjaan Dalam Hubungannya Dengan
Jam Kerja Lembur”. ® Kesimpulan dalam Skripsi ini menejelaskan pelaksanaan

perlindungan buruh masih sering terabaikan,mengingat buruh memiliki kedudukan

8 Middia Martanti Dewi dkk. , “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di
Indonesia,” Jurnal Populasi, Vol. 28:2 (2020).

° Ariani Tri Bendeng Sari, “Implementasi Pasal 77 Ayat (2) Undang Undang No. 13 Tahun 2003,
Tentang Perburuhan dan Ketenagakerjaan Dalam Hubungannya Dengan Jam Kerja Lembur”, Skripsi
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, (2013).
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yang lebih rendah dari pada majikan (pengusaha), sehingga buruh merasa takut untuk
menuntut terlalu banyak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Pengusaha (majikan) menekan buruh untuk bekerja secara
maksimal,yang terkadang melebihi kemampuan kerjanya, dan pada akhirnya
melanggar ketentuan jam kerja lembur yang semestinya diberikan. Penelitian ini
membahas mengenai pelaksanaan waktu kerja lembur di Pusat Perbelanjaan Ahmad
Yani Mega Mall Pontianak jika dilihat dari pasal 77 ayat (2) dalam Undang Undang
Ketenagakerjaan terkait Waktu Kerja.

Tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Pasal 77 dan Pasal 85 Undang-Undang
No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerrjaan Dalam Implementasinya Terhadap
Perusahaan” yang ditulis oleh Fathiyah dari Universitas Islam Kalimantan MAB, °
menyimpulkan dalam pasal 77 dan 85 UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan menentukan bahwa waktu kerja normal terdiri dari 2 (dua) pola dan
juga waktu kerja lembur bagi para pekerja serta cara memberikan upah bagi para
buruh/pekerja atas hasil kerja yang selama ini telah diberikan oleh para pekerja
sebagaimana di atur dalam Kepmenakertrans No. : Kep.102/Men/V1/2004 tentang
waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Terdapat sanksi apabila ada pengusaha dari
suatu perusahaan melakukan Pelanggaran atas UU. Ketenagakerjaan, yaitu seperti yang

tercantum dalam Pasal 187 UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana

10 Fathiyah, “Tinjauan Yuridis Pasal 77 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang
Ketenagakerrjaan Dalam Implementasinya Terhadap Perusahaan”, Tesis Fakultas Hukum, Universitas
Islam Kalimantan MAB, (2020).
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pelanggar akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan
paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00,-
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tetapi
ada upaya penyelesaian lain yang bisa digunakan oleh para pengusaha yaitu
penyelasaian melalui bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase guna mendapatkan
kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan letak perbedaaan dengan
penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis nantinya akan meneliti sebuah
praktik pengaturan waktu kerja pada sebuah perusahaan yaitu PT. Paragon Technology
And Innovation saat masa pandemi Covid 19. Nantinya akan dianalisis apakah praktik
pengaturan waktu kerja pada perusahaan tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan

hubungan kerja.

E. Kerangka Teoritik
1. Perjanjian Kerja

Menurut pakar Perburuhan Dan Hukum Sosial Belanda, Rood mengatakan bahwa
perjanjian kerja mengandung empat unsur, yaitu:*

a. Adanya unsur Work atau Pekerjaan
Pekerja yang melaksanakan pekerjaan atas dasar perjanjian kerja pada
pokoknya wajib untuk melaksanakan sendiri pekerjaannya. Sebab apabila
para pihak itu bebas untuk melaksanakan pekerjaannya untuk dilakukan
sendiri atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, akibatnya hal
tersebut akan sulit dikatakan sebagai pelaksanaan dari perjanjian kerja.

11 Moch. Faisal Salam, Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial Di Indonesia, cet. ke-
1(Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), him. 63.
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Walaupun demikian di dalam pelaksanaannya jika pihak
pekerja berhalangan dalam melaksanakan pekerjaannya maka pekerja
bisa diwakili atau digantikan oleh orang lain apabila sebelumnya telah
diberitahukan dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak
perusahaan atau pengusaha (Pasal 1383 KUHPerdata jo Pasal 1603a
KUHPerdata jo Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 1981).

b. Adanya Service atau Pelayanan
Unsur ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si
pekerja dan harus bermanfaat bagi pemberi kerja. Oleh karena itu bila
suatu pekerjaan yang tujuannya bukan untuk memberikan manfaat bagi si
pemberi kerja tetapi bertujuan untuk kemanfaatan si pekerja misalnya
untuk kepentingan praktik seorang siswa atau mahasiswa maka perjanjian
tersebut jelas bukan merupakan perjanjian kerja.

c. Adanya unsur time atau waktu tertentu
Unsur waktu tertentu disini yaitu dalam melakukan hubungan kerja
tersebut haruslah disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan dalam
perjanjian kerja atau dalam peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian pekerja harus bekerja dalam waktu yang sudah ditentukan
dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan dan pengusaha juga
tidak boleh mempekerjaan melebihi waktu yang sudah ditentukan.

d. Adanya unsur pay atau upah
Ini merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa
yang telah akan dilakukannya.

Terdapat dua macam perjanjian kerja yang pertama Perjanjian Kerja untuk
Waktu Tertentu (PKWT) artinya nya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha
untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu
dan yang kedua Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yaitu
perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja

tetap.? Perjanjian kerja harus diwujudkan dengan sebaik baiknya, dalam arti dapat

12 F X. Djumialdji, Perjanjian Kerja (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 11.
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mencerminkan keadilan bagi pengusaha maupun bagi pekerja, karena perjanjian kerja
sebagai suatu sarana pendahulu sebelum berlangsungnya hubungan industrial, dan
nantinya kedua pihak tersebut akan terlibat dalam suatu hubungan kerja.

2. Teori Hubungan Industrial Pancasila

Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistem yang terbentuk antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan Jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) yang
didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang tumbuh
dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.
Hubungan Perburuhan Pancasila merupakan hubungan perburuhan yang secara
keseluruhan dijiwai oleh kelima sila dari Pancasila, hubungan tersebut dapat
berdasarkan atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu hubungan perburuhan yang
mengakui dan meyakini kerja sebagai pengabdian manusia kepada Tuhan Yang Maha
Esa dan sesama manusia berdasar sila pertama, dalam nilai sila kedua yaitu hubungan
perburuhan yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak menganggap
bekerja sekedar sebagai faktor produksi, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala
harkat serta martabatnya. Sila ketiga Suatu hubungan perburuhan yang di dalam dirinya
mengandung asas Yyang dapat mendorong kearah persatuan Indonesia tidak
membedakan golongan perbedaan keyakinan politik, paham aliran, agama maupun
kelamin pada pokoknya seluruh orientasi ditunjukkan kepada kepentingan
nasional. Sila keempat, berdasar atas prinsip musyawarah untuk mencapai

mufakat hal ini ini berguna untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan dan mencari



14

persamaan ke arah persetujuan antara pekerja dan pengusaha. Dalam sila kelima suatu
hubungan perburuhan yang mendorong ke arah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia dan untuk itu seluruh hasil upaya bangsa khususnya di dalam
pembangunan ekonomi harus dapat dinikmati bersama secara serasi seimbang dan
merata.®?

Tujuan dari hubungan perburuhan Pancasila ini untuk mengemban cita-cita
Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam
pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan
sila sila didalam Pancasila. Untuk dapat mewujudkan tujuan maupun nilai nilai dalam
hubungan perburuhan Pancasila ini diperlukan suatu sikap sosial yang mencerminkan
suatu persatuan nasional serta sifat toleransi baik itu dari pihak pemerintah, serikat
buruh, pihak pengusaha atau perusahaan, dan para pekerja. Dengan demikian esensi
dari hubungan perburuhan Pancasila ini bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang
sedang membangun adalah hubungan yang lebih serasi dan seimbang serta Selaras
demi konstinuitas pembangunan itu sendiri.**

3. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial

sebagai mana kebenaran dalam sistem pemikiran. Betapapun elegan dan ekonomis nya

13 Faisal Salam, Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industria di Indonesia,(Bandung:CV.
Mandar Maju,2009), him.56-57.

14 Ramdlon Naning, Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan(Industrial) Pancasila, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1983), him. 186.
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suatu teori, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga hukum dan
institusi ,tidak peduli betapa efisien dan rapinya harus direformasi atau dihapuskan jika
tidak adil. Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau lebih tepatnya
cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental
serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Konsep keadilan
menurut John rawls adalah interpretasi dalam pemberian hak dan kewajiban dan dalam
mendefinisikan pembagian keuntungan yang layak yang dijelaskan melalui prinsip-
prinsipnya.’® Kepentingan utama keadilan menurut Rawls adalah jaminan stabilitas
kehidupan manusia, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan
bersama. Struktur masyarakat ideal yang adil adalah hak-hak dasar, kebebasan,
kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi dalam
struktur dasar masyarakat yang asli. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan
untuk menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak dan untuk
melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.*®

Tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls yaitu teori ini berusaha
menjelaskan serangkaian prinsip keadilan universal, yang menetapkan dan
menjelaskan berbagai keputusan moral yang harus dipertimbangkan dalam keadaan

khusus. Yang disebut sebagai "keputusan moral” adalah serangkaian evaluasi moral

15 John Rawls, Teori Keadilan, alih bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, cet. Ke-2('Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2011), him. 11.

16 Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” Jurnal TAPIs, Vol. 9: 2 (Juli-
Desember 2013), him. 33.
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yang dilakukan, yang diduga mengarah pada perilaku sosial masyarakat. Cukup banyak
pengambilan keputusan etis yang mengacu pada evaluasi etis refleksif kita. Keputusan
moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat
secara refleksif. Selain itu tujuan lain dari teori keadilan John Rawls, ingin
mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul dari teori utilitarianisme.
“Rata-rata” (average utilitarianisme) yang dimaksud Rawls adalah institusi sosial

dikatakan adil apabila diabadikan untuk memaksimalisasi.’

F. Metode Penelitian

Metode yang akan penulis pakai dalam membahas skripsi ini antara lain :
1. Jenis penelitian

Pengertian penelitian menurut John bahwa arti penelitian adalah pencarian fakta
menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan
menghasilkan dalil atau hukum tertentu.!® Penelitian ini merupakan penelitian
lapangan (field research) yang akan dilakukan dengan cara wawancara dan pencarian
data di lapangan yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk

melihat apakah pada praktiknya pengaturan waktu kerja di PT. Paragon Technology

7 1bid., him. 32.

18 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),
him. 5.
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And Innovation pada masa pandemi sudah berdasarkan prinsip keadilan dalam

hubungan kerja.
2. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penyusun
mendiskripsikan masalah dengan cara mengumpulkan data kemudian dijelaskan dan
diberi penilaian. Deskriptif analisis adalah penelitian yang diarahkan untuk
memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan

akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.®
3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, artinya dalam menganalisis
permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data
primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang praktik pengaturan waktu kerja pada
masa pandemi di PT. Paragon Technology And Innovation, materi-materi pembahasan
akan dijelaskan secara sistematis melalui fakta-fakta hukum dan berbagai hasil dari
wawancara dan kusioner yang didapat pada saat penelitian serta mengkaji norma

hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

19 Nurul Zuriah, Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2007), him.47.
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Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu

data primer dan data sekunder.

a.

Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh atau dikumpulkan
oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Pengumpulan data
dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan diskusi terfokus
(focus grup discussion).?® Data primer dalam penelitian ini didapat
dengan wawancara oleh HRD (Human Resources Development) dan
pengisian kuesioner untuk para pekerja kantor di PT. Paragon

Technology And Innovation.
Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari
berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) baik
langsung maupun tidak langsung. Data sekunder dapat diperoleh dari
berbagai sumber seperti Undang-Undang, buku, jurnal, internet, studi
kepustakaan yang lain, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang
tidak dipublikasikan secara umum. Sumber data ini nantinya akan

mendukung atau memperkuat sumber data primer.

20 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), him.

67.
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Data Tersier

Yaitu bahan atau data pendukung dari kedua data diatas yakni data primer
dan sekunder, yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan
sekunder. Meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel media

cetak maupun digital, dan sosial media.

5. Teknik pengumpulan data :

a.

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya
jawab yang dilakukan satu arah kepada narasumber yang berhubungan
dengan obyek penelitian, yaitu HRD (Human Resources Development)
dari PT. Paragon Technology And Innovation. Metode wawancara
dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam melakukan suatu
penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara bertujuan untuk memperoleh

data-data primer.

Kusioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui
formulir yang berisikan beberapa pertanyaan tertulis kepada seseorang
atau sekelompok orang untuk mendapatkan jawaban maupun tanggapan
dan informasi sebagai data yang diperlukan oleh peneliti. Pada penelitian

ini nantinya akan menggunakan angket atau kuesioer sebagai metode
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untuk mengumpulkan data primer, dengan membuat daftar pertanyaan
berstruktur yang berbentuk pertanyaan pilihan berganda (multiple choice
questions) dan pertanyaan terbuka (open question). Nantinya kuseioner
ini akan diberikan kepada beberapa pekerja yang ada di PT. Paragon

Technology and Innovation dari beberapa divisi yang berbeda.
c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk melengkapi data primer dan juga
untuk mencari data-data lainnya yang sifatnya penting. Studi pustaka juga
digunakan sebagai dasar untuk menganalisis hasil dari data yang

diperoleh dari wawancara sebagai sumber primer.
6. Metode Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan dan dianggap sudah cukup
memenuhi, kemudian data tersebur dianalisis oleh penulis secara kritis. Data yang
diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data
kualitatif dengan mendeskripsikan secara detail tentang situasi, kegiatan atau peristiwa

maupun fenomena tertentu.?

2 A, Muri Yusuf, Metode Peneitian: Kuantitatif, Kualitatif danPenelitian Gabungan,
(Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), him. 330.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah, jelas dan lebih terarah mengenai
pembahasan skripsi yang berjudul “PRAKTIK PENGATURAN WAKTU KERJA
PEKERJA KANTOR DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019
(STUDI KASUS PADA PT. PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION
JAKARTA SELATAN)” ini, penyusun menggunakan sistematika penulisan yang
dibagi dalam beberapa bab secara tersusun, sesuai dengan pedoman penulisan skripsi

yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendauluan, dalam bab ini berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran

umum penelitian.

Bab kedua adalah tinjauan umum. Dalam bab ini penulis akan membahas teori
teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu tinjauan umum kontrak
kerja dalam Hubungan Indistrial Pancasila yang di dalamnya membahas tentang waktu

kerja serta penjabaran lebih lanjut dari kerangka teori.

Bab ketiga berisi gambaran umum PT. Paragon Technology And Innovation
yang di dalamnya membahas tentang profil perusahaan, jumlah tenaga kerja, dan

sistem waktu kerja dan pengupahan lembur.
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Bab keempat, menganalisis pengaturan waktu kerja di PT. Paragon Technology
And Innovation pada masa pandemi serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan

hubungan kerja dari perngaturan waktu kerja.

Bab kelima, adalah bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran — saran yang

berhubungan dengan penelitian yang telah diteliti.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari uraian-uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal pengaturan jam kerja pada masa pandemi Covid-19 di PT. Paragon
Technology and Innovation tidak banyak mengalami perubahan, jam kerja tetap
mengikuti Undang-Undang yang berlaku yaitu 8 jam dalam 5 hari kerja dan 7
jam dalam 6 hari kerja. Karena ketentuan tersebut memang kebutuhan dari
Perusahaan, tetapi dilihat lagi metode Work From Home(WFH) dan Work From
Office(WFQO) nya, mana yang memang itu bisa di kerjakan di rumah dan mana
yang memang itu tidak bisa dikerjakan dirumah. Akan tetapi penerapan
kebijakan waktu kerja maupun waktu kerja lembur yang baru dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengalami kendala karena
beberapa pekerja mengalami culture shock dan kaget dikarenakan harus bekerja
dari rumah selama penerapan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala
Besar). Permasalahan kerja yang mana dapat diselesaikan dengan bertatap
muka atau bertemu, dengan pekerja melakukan pekerjaannya dari rumah
(WFH) pekerjaan tidak dapat selesai pada saat itu juga karena harus berkali kali
melakukan meeting untuk meyelesaikan permasalahannya. Ada juga kejenuhan

disaat pekerja melaukan WFH, karena biasanya dari pagi sampai malam hanya

100
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melakukan meeting secara online. Beberapa hal tersebut merupakan faktor
yang membuat pekerja tidak sadar bekerjanya sudah melewati jam kerja, tetapi
sejauh ini PT Paragon selalu mengingatkan selama WFH ada waktu untuk jeda
istirahat.

. Beberapa Paragonian yang merupakan karyawan kantor yang bekerja di PT.
Paragon Technology and Innovation dari direktorat yang berbeda, mengatakan
tidak ada perubahan dalam ketentuan waktu kerja ketika masa pandemi. Dalam
hal pengaturan waktu kerja di PT. Paragon Technology and Innovation pada
masa pandemi Covid-19 memang sudah sesuai dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PT. Paragon juga mengurangi pengadaan
jam kerja lembur sebagai bentuk perhatian kepada Kesehatan pekerjanya pada
saat pandemi. Penerapan waktu kerja mengalami kendala dikarenakan pada
masa pandemi Covid-19 beban kerja pekerja semakin bertambah. Pekerja
melakukan pekerjaannya lebih dari yang biasa dilakukan untuk mengejar target
produksi perusahaan yang sebelumnya terhenti karena adanya kebijakan PSBB
yang di keluarkan pemerintah dan juga tidak adanya pemberhentian kerja pada
saat itu meskipun produksi menurun. Setiap tahunnya project dan improvement
akan selalu bertambah, tahun ini tentunya lebih banyak dari tahun kemarin.
Dengan adanya Covid-19 tidak membuat project dan improvement berkurang
dari tahun sebelumnya, karena banyak produk baru yang dikejar saat pandemi.
Beberapa pekerja merasa kurang efektif dalam melakukan pekerjaannya, baik

karena waktu kerja yang berubah maupun karena beban kerja yang bertambah.
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Perubahan metode Kkerja yang tadinya bekerja di kantor (WFO) menjadi bekerja
dari rumah (WFH) juga mempengaruhi keefektifaan dalam bekerja dan juga
menambah beban pekerja karena ruang geraknya menjadi terbatas. Dari hasil
survey dengan penyebaran kuesioner pada saat pandemi beberapa pekerja yang
bekerja di direktorat tertentu bekerja melebihi jam kerja yang sudah ditentukan
karena kewajiban yang harus dipenuhi, hal tersebut dikarenakan beban kerja
pekerja semakin bertambah dikarenakan situasi pandemi dan menyebabkan
pekerja harus menyelesaikan pekerjaannya melebihi waktu kerja yang
ditetapkan. Meskipun ada beberapa pekerja yang bekerja di direktorat yang lain
merasa sudah sesuai dengan waktu kerja yang diterima karena beban kerja yang
mereka dapatkan tidak bertambah berat pada masa pandemi ini. Pada setiap
direktorat memiliki beban kerjanya masing masing, beban kerja yang
bertambah berat maka akan mempengaruhi waktu kerjanya begitu juga
sebaliknya. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 81 angka 25 dalam Undang-
undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan
penambahan pasal diantara pasal 88 dan 89 pada Undang-undang nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 88A dalam ayat (2), setiap
pekerja tersebut berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang
sama nilainya. Perlunya apresiasi lebih terhadap pekerja yang mendapatkan
beban kerja yang lebih berat dari yang biasa didapatkannya, mereka juga
bekerja melebihi waktu kerja yang sudah diatur dalam perjanjian kerja yang

merubahan syarat terbentukanya hubungan kerja. Akan tetapi dengan melihat
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pada pihak lainnya yaitu PT. Paragon yang memang pada saat pandemi Covid-
19 mengalami penurunan omset perusahaan dan untuk mengembalikannya

perlu dilakukannya upaya lebih.

Saran

. Bagi PT. Paragon Technology and Innovation, supaya lebih meningkatkan
usahanya dalam menerapkan waktu kerja yang sudah ada semaksimal mungkin.
Dengan penerapan waktu kerja yang sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah
ada, dapat memberikan waktu istirahat yang cukup bagi pekerjanya. Hal ini
juga dapat meningkatkan jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja yang
mana perlu perhatian khusus apalagi di masa pandemi Covid-19.

. Bagi pekerja, harus bijaksana dalam mengatur waktu kerjanya , sehingga bisa
menyelesaikan kewajibannya dalam bekerja.

. Bagi Pemerintah, lebih meningkatkan pengawasannya terhadap perusahaan
perusahan dalam hal penerapan ketentuan waktu kerja dan hal-hal terkait waktu
kerja yang dimaksudkan agar terjaminnya kesejahteraan pekerja dan juga dapat
menyelaraskan hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau

pengusaha.
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